
Menimbang

Mengingat : 1

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan
sehingga dapat menjamin peningkatan pelayanan perlu
pengaturan untuk menciptakan alokasi sumber daya daerah
yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan
ketentuan Pasal 94 dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undalg
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antarg
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undalg
Nomor 15 Tahun 2022 terrtang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun
20O1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang....... / 2
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20 I 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali
teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ter:tang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6805);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah....... / 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeratr (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Da-lam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerinta-h Daerah yang memimpin
pelaksanaan urLlsan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah.

5. Kepala Badan....... / 4
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5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Papua Tengah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dal/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

8. Subjek Paj ak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenai Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yartg mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau
perizinan.

ll.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik neg€rra, BUMD, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, frrma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan
kendaraan bermotor.

14. Bea Balik......./5
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14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual beli,
tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat atau kendaraan yalg dioperasikan di air yang digerakal
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan.

16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak
atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

17. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu
pekerjaan kontruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang
sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia,
beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda,
tidak melekat secara perrnanen serta beroperasi pada area
tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area kontruksi,
perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar
Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya
mesin genset dan mesin industri.

19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunalan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat
termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.

20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan.

2 1. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.

22.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh pemerintahan.

23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

24. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batu bara.

25. Opsen......./6



25. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase
tertentu.

26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
Kabupaten/kota di Daerah atas pokok PKB sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

27. Opsen Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
Kabupaten/kota di Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

28. Opsen Paj ak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disingkat Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang
dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak MBLB sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfataan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

31. Jasa Usa-ha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

32. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam ralgka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya a1am,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(U Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah
untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dal
Retribusi.

(21 Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah
untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan
Retribusi .

BAB rrr......./7
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. Pajak;
b. Retribusi;
c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
e. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi
f. kerahasiaan data wajib Pajak; dan
g. sanksi.

BAB IV
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
a. PKB;
b. BBNKB;
c. PAB;
d. PBBKB;
e. PAP;
f. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLB

(2) Jenis Pajak yang tidak dipungut terdiri atas PKB di atas air.

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimala dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
kecuali huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.

(21 Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d,
huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(3) Dokumen yalg digunakan sebagai dasar pemungutan jenis
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat
pemberitahuan paj ak terutang.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 antara lain
adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(5) Dokumen......./8
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(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan
lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut terhadap dokumen yang digunakan
sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengal
Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
tidak dapat dipungut, dalam hal:
a. potensinya kurang memadai; dan/atau
b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak

memungut.
(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

adalah Pajak Kendaraan Bermotor di atas air.

Bagian Kedua
PKB

Pasal 7

(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas
Kendaraan Bermotor,

(2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikal dan/atau penguasaan
atas:
a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan

negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan Paj ak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dal
e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan

Peratural Gubernur.

Pasal 8......./9
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Pasal 8

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
Kendaraan Bermotor.

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua)
unsur pokok, yaitu:
a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan
alibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(21 Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan
harga pasaran umum atas suatu Kendaraal Bermotor.

(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum
pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.

(4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber
data yang akurat.

(5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan
Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor:
a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder

dan/atau satuan tenaga yang sama;
b. peng4unaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau

pribadi;
c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan

Bermotor yang sama;
d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan

Kendaraan Bermotor yang sama;
e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat

Kendaraan Bermotor;
f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan

Bermotor sejenis; dan
g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen

pemberitahuan impor barang.
(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. koefisien sama dengan I (satu) berarti kerusakan jalan

dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan
Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan

b. koefisien.. ..... / lO

Pasal 9
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b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap
melewati batas toleransi.

(71 Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung
berdasarkan faktor-faktor:
a. Tekalan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah

sumbu/as, roda, dan berat Kendaraal Bermotor;
b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang

dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis
energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatal, dan ciri-ciri
mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2\ dinyatakan dalam suatu tabel yang
ditetapkal dengan ketentuan:
a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan

peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat
pertimbalgan dari Menteri; dan

b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan
Menteri yang menyelenggaralan Urusal Pemerintahan
Dalam Negeri dengan memperhatikan peny'usutan nilai
jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(10) Perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(U Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaErn Kendaraan

Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi sebesar
1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen); dalr

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan
secara progresif paling tinggi sebesar 3,5% (tiga koma
lima persen).

(2) Tarif PKB......./ 11
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(21 Tarif PKB atas kepemilikan dan/ atau penguasaan
Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan
umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans,
pemadam kebakaran, dan sosial keagamaan, lembaga
sosial dan agama, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah/Desa ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima
persen).

(3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama,
nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta-rif PKB dan urutan
kepemilikan sebagai pajak progresif sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasa-l 1 1

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (8) dengan tarif PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(21 PKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan
Bermotor terdaftar.

(3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut- turut
terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
BBNKB
Pasa-l 12

(1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan
Bermotor.

(21 Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah Daerah sesuai dengan ketentual peraturan
perundang-undangan.

(3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adafah penyerahan atas:
a. kereta api;
b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan

untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan

negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
e. Kendaraal Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.
(4) Termasuk....... I 12
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(4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:
a. untukdiperdagangkan;
b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan

Indonesia; dan
c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh,

dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 13

(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(21 Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor
yarrg ditetapkan sesuai dengan ketetapan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) TaTifBBNKB ditetapkan sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);

dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu

persen).
(21 Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar yang tidak menggunakan jalan raya umum, tarif
BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
a. penyerahan pertama sebesar O,75Vo (nol koma tujuh

puluh lima persen); dan
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar O,O7 5o/o (nol

koma nol tujuh puluh lima persen).

Pasal 16

(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(21 Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya
penyerahan pertama kendaraan bermotor.

(3) BBNKB......./13
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(3) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(41 Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran
Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
BBNKB diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
PAB

Pasal 17

(1) Objek PAEI adalah kepemilikan dan/atau penguasaal Alat
Berat.

(21 Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan
atas:
a. Alat Berat yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwalilal neg.rra asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya
yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

(1) Subjek PAB adalah orarg pribadi atau Badal yang memiliki
dan/ atau menguasai Alat Berat.

(21 Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/ atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19

(1)
(21

Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat
yang bersangkutan.
Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang
diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada
minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.

(3)

(4) Penetapan ....... I 14
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(41 Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembalgan
perekonomian.

Pasal 20

Tarif PAB ditetapkan sebesar O,2%o (nol koma dua persen).

Pasal 21

(1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

(21 PAB yang terutang dipungut di wilayah tempat penguasaan
Alat Berat.

Pasal 22

(1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah
memiliki dan/ atau menguasai Alat Berat.

(21 PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut.

(3) PAB untuk kepemilikan dan/ atau penguasaan Alat Berat
dibayar sekaligus di muka.

(41 Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan
penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat
mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk
porsi jangka waktu yang belum dila,lui.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima......./ 15


